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ABSTRACT 

This study aims to find out how legal protection for workers is for occupational safety and health 

at PT. Cinta Maju Sejahtera, how is the implementation of the handling of the safety and health 

program given to PT. Cinta Maju Sejahtera, what are the obstacles and efforts in implementing 

legal protection for the occupational safety and health of PT. Love Forward and Prosperous. 

This research belongs to the type of descriptive research with a qualitative approach. Qualitative 

research intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects, for 

example, behavior, perceptions, motivations, actions, etc. holistically, and in a descriptive way 

in the form of words and language in a special natural context and by utilizing various scientific 

methods. . (1). Implementation of legal protection for the Occupational Safety and Health 

program for workers / laborers at PT. Love Forward (2). The form of protection provided to 

workers who experience work accidents that are not registered in the BPJS program for workers 

at PT. Cinta Maju Sejahtera is a repressive protection effort, namely providing compensation 

whose nominal amount will be seen from how much medical expenses are incurred by PT. Cinta 

Maju Sejahtera will consider whether the costs will be borne in full or only 80% and half of the 

medical expenses. (3). As for the inhibiting factors in fulfilling the obligations experienced by the 

parties for workers / laborers at PT. Cinta Maju Sejahtera, The factor is that the company has 

not been able to cover all the costs of the BPJS for its employees, so those who are registered in 

the BPJS program are only people who have worked for wong solo for a long time. The second is 

the factor of workers who have only been working for a few months, and the third is the lack of 

knowledge of workers about BPJS, besides that there are obstacles from employee behavior 

towards using PPE. Efforts are being made to implement programs that include: safety 

induction, training and coaching, re-training, counseling, verbal warnings/reprimands, and 

supervision by this management. 

Keywords: Legal Protection, Occupational Health and Safety, Workers 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana erlindungan Hukum bagi ekerja atas 

keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cinta Maju Sejahtera, bagaimana pelaksanaan 
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penanganan program keselamatan dan kesehatan yang diberikan terhadap pekerja PT. Cinta 

Maju Sejahtera, apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan Hukum atas 

keselamatan dan kesehatan kerja pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera. Penelitian ini tergolong pada 

tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah. (1). Pelaksanaan perlindungan Hukum atas program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju (2). Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap 

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS bagi 

pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera adalah dengan upaya perlindungan represif yaitu 

memberikan santunan yang besaran nominalnya akan dilihat dari berapa banyak biaya 

pengobatan yang dikeluarkan PT. Cinta Maju Sejahtera akan mempertimbangkan apakah biaya 

akan ditanggung sepenuhnya atau 80 % saja setengah dari biaya pengobatan tersebut.(3).A dapun 

faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak bagi pekerja / buruh di PT. 

Cinta Maju Sejahtera, Faktor pihak perusahaan belum mampu menanggung semua biaya BPJS 

para karyawannya, jadi yang terdaftar dalam program BPJS tersebut hanya orang yang sudah 

lama bekerja di wong solo. Kedua Faktor pekerja yang baru beberapa bulan bekerja, dan yang 

ketiga Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS, selain itu hambatan dari perilaku 

karyawan terhadap penggunaan APD. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan program-

program yang meliputi: safety induction, training and coaching, re-training, counseling, 

peringatan lisan/teguran, dan pengawasan oleh manajemen ini.  

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pekerja 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangani industrii dii Indonesiai 

saati inii mengalamii kemajuani yangi 

sangati signifikan,i salahi satunyai padai 

bidangi konstruksi.i Dibuktikani dengani 

banyaknyai pembangunan-pembangunani 

infrastrukturi dii berbagaii daerah.i Selaini 

itu,i kegiatani sektori konstruksii 

merupakani salahi satui faktori penggeraki 

dalami sistemi pembangunani ekonomi,i 

karenai melaluii penyediaani saranai dani 

prasaranai fisiki (infrastruktur)i dapati 

meningkatkani sektori ekonomii lainnya.i 

Namun,i disisii laini industrii jasai 

konstruksii merupakani salahi satui sektori 

yangi palingi berisikoi terhadapi kecelakaani 

kerja,i disampingi sektori utamai lainnyai 

yaitui pertanian,i perikanan,i perkayuan,i 

dani pertambangan.i Dikutipi darii situsi 

Kementeriani Pekerjaani Umum,i datai 

mengenaii proporsii kecelakaani kerjai dii 

Indonesiai sektori konstruksii menjadii 

penyumbangi terbesari bersamai dengani 

industrii manufakturi sebesari 32i persen,i 

berbedai dengani sektori transportasii (9i 

persen),i kehutanani (4i persen),i dani 

pertambangani (2i persen).1i Tenagai kerjai 

adalahi salahi satui langkahi pembangunani 
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ekonomi,i yangi mempunyaii peranani 

signifikani dalami segalai aktivitasi 

nasional,i khususnyai perekonomiani 

nasionali dalami hali peningkatani 

produktivitasi dani kesejahteraan.i tenagai 

kerjai yangi melimpahi sebagaii penggeraki 

tatai kehidupani ekonomii sertai kebijakan-i 

kebijakani yangi dijalankani olehi 

pemerintahi sesuaii dengani kebijakani 

ketenagakerjaani merupakani sumberi dayai 

yangi jumlahnyai melimpah.i Olehi sebabi 

itui dibutuhkannyai lapangani pekerjaani 

yangi dapati menampungi seluruhi tenagai 

kerja,i tetapii tenagai kerjai yangi memilikii 

keterampilani dani keahliani yangi sesuaii 

dengani kemampuannya,i sehinggai tenagai 

kerjai yangi dibutuhkani dapati 

meningkatkani produktifitasi perusahaan.i 

Tenagai kerjai yangi terampili banyaki 

dibutuhkani olehi perusahaan-perusahaan,i 

dimanai untuki menjamini kesehatani dani 

keselamatani tenagai kerjai makai perlui 

dibentuki perlindungani tenagai kerja,i 

karenai banyaki resikoi yangi dapati 

dialamii olehpekerjai dalami melakukani 

pekerjaannya.i Apabilai sewaktui ketikai 

tenagai kerjai mengalamii sakiti akibati 

pekerjaannya,i kecelakaani kerjai maupuni 

harii tua,i sudahi adai penggantiani yangi 

sesuaii atasi apai yangi telahi dii 

kerjakannya.4i Perlindungani Tenagai Kerjai 

bagii pekerjai sangatlahi penting,i sesuaii 

dengani pelaksanaani amanati Undang-

Undangi Dasari Republiki Indonesiai Tahuni 

1945i (UUDi 1945).i Peranani undang-

undangi menjadii sangati penting,i yaitui 

memastikani perlindungani bagii tenagai 

kerja.i Khususnyai Pasali 27i (2)i tentangi 

haki wargai negarai atasi pekerjaani dani 

penghidupani yangi layaki bagii 

kemanusiaan.i Mengingati betapai 

pentingnyai perani ketenagakerjaani bagii 

lembaga/badani usahai miliki negarai 

maupuni miliki swastai dalami upayai 

membantui tenagai kerjai untuki 

memperolehi hak-haki nyai makai 

dirumuskanlahi Undangi -i Undangi 

Republiki Indonesiai Nomori 13i Tahuni 

2003i tentangi Ketenagakerjaani (yangi 

selanjutnyai disebuti UUi 

Ketenagakerjaan).i Perani tenagai kerjai 

sebagaii modali usahai dalami 

melaksanakani pembangunani harusi i 

memilikii kesempatani untuki memperolehi 

pekerjaani yangi sesuaii dengani 

kemampuani dani keahliannyai sertai 

diberikani penghasilani yangi layaki 

sehinggai dapati menjamini kesejahteraani 

dirinyai besertai keluargai yangi menjadii 

tanggungannya.i Dalami Pasali 86i ayati (1)i 

Undang-i Undangi Republiki Indonesiai 

Ketenagakerjaani disebutkani bahwai setiapi 
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pekerja/buruhi mempunyaii haki untuki 

memperolehi perlindungani atas:i 1)i 

Keselamatani dani kesehatani kerja.i 2)i 

Morali dani kesusilaan.i 3)i Perlakuani yangi 

sesuaii dengani harkati dani martabati 

manusiai sertai nilai-nilaii agama.i Untuki 

melindungii keselamatani tenagai kerjai 

gunai mewujudkani produktifitasi kerjai 

yangi optimali diselenggarakani upayai 

keselamatani dani kesehatani kerja.i 

Perlindungani tersebuti dilaksanakani 

sesuaii dengani Undangi Undangi yangi 

berlaku. 

Perlindungan tenaga kerja timbul karena 

adanya perjanjian yang disepakati oleh 

pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, 

sehingga menimbulkan apa yang disebut 

dengan hubungan kerja. Dalam lapangan 

perburuhan, kebijakan-kebijakan yang 

dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan 

kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan para 

pekerja/buruh dengan berbagai upaya 

diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, 

perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk 

meningkatkan kedudukan harkat dan 

martabat tenaga kerja. Haki atasi Jaminani 

Sosiali munculi karenai memangi sudahi 

kodratnyai bahwai manusiai memilikii 

kehidupani yangi tidaklahi abadi.i 

Seringkalii manusiai itui tertimpai ketidaki 

beruntungan.i Kehidupani manusiai dapati 

diibaratkani sepertii magneti yangi 

memilikii duai kutubi yaitui kutubi utarai 

dani selatan.i Dimanai hali tersebuti sesuaii 

dengankeadaani manusiai yangi beradai 

dalami ketidaki pastian.i Kemajuani 

pembangunani telahi meningkatkani 

kapasitasi produksii yangi berartii 

memperluasi lapangani kerjai ataui 

memberikani tingkati penghasilan,i 

sehinggai tarafi hidupi pekerjai dapati 

bertambah.i Namun,i keadaani inii tidaki 

berlangsungi secarai permanen,i karenai 

penghasilani dapati berhentii sementarai 

ataui selamanyai sehinggai menimbulkani 

kerugiani bagii individui yangi 

bersangkutan.i Terhentinyai penghasilani 

biasanyai ditimbulkani karenai terjadinyai 

peristiwai kehidupani yangi menyebabkani 

ketidaki mampuani seseorangi untuki 

mencarii nafkahi dani bekerja,i misalnyai 

karenai kecelakaani kerjai ataupuni harii 

tua,i makai penanggulangannyai harusi 

dilakukani secarai sistematis,i terencanai 

dani teratur.i Adanyai perlindungani tenagai 

kerjai adalahi untuki memberikani 

perlindungani keselamatani bagii 

pekerja/buruhi padai saati bekerja,i 

sehinggai apabilai dii kemudiani harii 

terjadii kecelakaani kerjai pekerja/buruhi 

tidaki perlui khawatiri karenai sudahi adai 
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peraturani yangi mengaturi keselamatani 

bekerjai dani tatai carai penggantiani gantii 

rugidarii kecelakaani kerjai tersebut.i 

Kecelakaani kerjai adalahi kecelakaani 

yangi terjadii dalami hubungani kerja,i 

termasuki kecelakaani yangi terjadii dalami 

perjalanani darii rumahi menujui tempati 

kerjai ataui sebaliknyai dani penyakiti yangi 

disebabkani olehi lingkungani kerjai 

Kecelakaani kerjai merupakani resikoi yangi 

harusi dihadapii olehi tenagai kerjai dalami 

melakukani pekerjaannya. 

Untuk menanggulangi hilangnya 

sebagian atau seluruh penghasilan yang 

diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial 

seperti sakit atau cacat karena kecelakaan 

kerja baik fisik maupun mental, maka 

diperlukan adanya jaminan kecelakaan 

kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja merupakan tanggung jawab pengusaha 

sehingga pengusaha memiliki kewajiban 

untuk membayar iuran jaminan kecelakaan 

kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% 

sesuai kelompok jenis usaha. 

 

2. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi 

tujuan penelitian xdalam penelitian ini 

diantaranya adalah:  

1. Untuk mengetahui Bagaimana 

perlindungan Hukum bagi Pekerja atas 

keselamatan dan kesehatan kerja di 

PT. Cinta Maju Sejahtera 

2. Untuk mengetahui Bagaimana 

pelaksanaan Program atas 

Keselamatan dan Kesehatan yang 

diberikan terhadap Pekerja PT. Cinta 

Maju Sejahtera  

3. Untuk mengetahui Apa saja hambatan 

dan upaya dalam pelaksanaan 

perlindungan Hukum atas 

Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi 

Pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera. 

 

3. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitiani inii tergolongi padai tipei 

penelitiani deskriptifi dengani pendekatani 

kualitatif.i Penelitiani kualitatifi bermaksudi 

untuki memahamii fenomenai tentangi apai 

yangi dialamii olehi subyeki penelitiani 

misalnya,i perilaku,i persepsi,i motivasi,i 

tindakan,i dlli secarai holistik,i dani dengani 

carai deskriptifi dalami bentuki kata-katai 

dani bahasai padai suatui konteksi khususi 

yangi alamiahi dani dengani memanfaatkani 

berbagaii metodei ilmiahi sedangkani 

kualitatifi deskriptifi bertujuani 

menggambarkani secarai tepati sifatsifati 

suatui individu,i keadaan,i gejalai ataui 

kelompoki tertentu,i ataui untuki 

menentukani penyebarani suatui gejala,i 
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ataui untuki menentukani adai tidaknyai 

hubungani antarai satui dengani gejalai 

yangi lain. 

 

2. Sifat Penelitian 

Padai metodei penelitiani deskriptif,i 

datai yangi dikumpulkani adalahi berupai 

katakata,i gambar,i dani bukani angka.i 

Semuai yangi dikumpulkani 

berkemungkinani menjadii kuncii terhadapi 

apai yangi diteliti.i Laporani penelitiani 

akani berisii kutipani datai untuki 

memberikani gambarani penyajiani laporani 

tersebut.i Datai tersebuti berasali darii 

naskahi wawancara,i catatani lapangan,i 

foto,i videotape,i dokumeni pribadi,i 

catatan,i dani dokumeni resmii lainnya.i 

  

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenisi penelitii yangi dilaksanakani 

adalahi penelitiani lapangani (Fieldi 

Reserch)i yaitui penelitiani yangi dilakukani 

secarai sistematisi dani berbagaii macami 

datai yangi berhubungani i dengani masalahi 

yangi dibahas.i Adapuni sumberi datai yangi 

akani digunakani adalah:i  

a. Bahani Hukumi Primeri yaitui datai 

yangi diperolehi berupai peraturani 

perundangi –i undangan,i dalami 

penelitiani inii dipergunakani Kitabi 

Undang-i undangi Perdata,i Undangi -i 

Undangi Dasari Republiki Indonesiai 

Tahuni 1945,i Undang-Undangi 

Nomori 13i Tahuni 2003i tentangi 

Ketenagakerjaan,i Undangi Undangi 

Ciptai Kerja.i  

b. Bahani Hukumi Sekunderi yaitui datai 

yangi diperolehi darii dokumen-

dokumeni yangi ditelitii berupai 

laporani tertulisi yangi berkaitani 

dengani masalahi yangi dibahasi 

dalami prosesi penelitiani nantinyai 

Maupuni Buku-Buku,i Jurnali sertai 

Informasii darii Media.i  

c. Bahani Hukumi Tersieri yaitui datai 

yangi diperolehi darii ensiklopedia,i 

bahani darii interneti bibliografii dani 

sebagainya.i ] 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Untuki mendapatkani datai yangi betul-i 

betuli akurati dani lengkap,i makai dalami 

penulisani inii menggunakani beberapai 

metodei penelitiani dalami pengumpulani 

datai antarai laini :i i  

a. Observasii  

Observasii dalami penelitiani inii 

adalahi instrumeni untuki 

mendapatkani datai utamai dalami 

menilaii hubungani antarai penelitii 

dani PT.i Cintai Majui Sejahterai 
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tersebut.i Tekniki yangi digunakani 

dalami penelitiani inii adalahi 

observasii noni partisipasi.i 

Kedudukani penelitii hanyai sebgaii 

pengamati dani selamai prosesi 

observasii akani dibuati catatani 

untuki dii analisisi dani pengecekani 

datai kembali.i  

b. Wawancarai  

Wawancarai adalahi situasii perani 

antarai peribadii bertatapi mukai (face 

to-face),i ketikai seseorangi yaknii 

pewawancaraimengajukanipertanyaan-

pertanyaani yangi dii rancangi untuki 

memperolehi jawaban-i jawabani 

yangi relevani dengani masalahi 

penilitiani kepadai seseorangi 

responden.i  

c. Dokumentasii  

Dokumentasii adalahi carai mencarii 

datai mengenaii hal-hali ataui 

variabelyangiberupaicatatan,itranskrip, 

buku,i surati kabar,i majalah,i 

prasasti,i notuleni rapat,i lengger,i 

agendai dani sebagainya.i  

 

5. Teknik Analisis Data  

Analisisi datai adalahi prosesi mencarii 

dani menyusuni secarai sistematisi datayangi 

dii perolehi darii hasili wawancara,i catatan,i 

lapangani dani dokumentasi,dengani carai 

mengorganisasikani datai kei dalami 

kategori,i menjabarkani kedalami unit-

unit,melakukani sintesa,i menyusuni 

kedalami pola,i memilihi manai yangi 

pentingi danyangi akani dii pelajari,i dani 

membuati kesimpulani sehinggai mudahi dii 

pahamii olehi dirii sendirii dani orangi lain. 

Analisisi inii dii gunakani untuki 

memperolehi gambarani umumi dani 

menyeluruhi tentangi situasii sosiali yangi 

dii telitii ataui objeki penelitian.i Analisisi 

inii untuki menganalisisi datai yangi dii 

perolehi darii lapangani penelitiani secarai 

garisi besarnya.i Analisisi Taksonomi,i 

Analisisi yangi dii gunakani terhadapi 

keseluruhani datai yangi terkumpuli 

berdasarkani domaini yangi telahi 

diciptakan.i Setelahi mengumpulkani datai -i 

datai dilapangani mengemukakani 

permasalahani yangi lebihi mendalami yangi 

mengarahi kepadai tujuani yangi ingini 

dicapai.i  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Tinjauan Umum Tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja  

Konsepi Perlindungani Hukumi 

Aristotelesi mengatakani bahwai manusiai 

adalahi “zooni politicon”i makhluki sosiali 

ataui makhluki bermasyarakat.i Olehi 
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karenai itui tiapi anggotai masyarakati 

mempunyaii hubungani antarai satui dengani 

yangi lain.i Sebagaii makhluki sosiali makai 

sadari ataui tidaki sadari manusiai selalui 

melakukani perbuatani hukumi 

(rechtshandeling)i dani hubungani hukumi 

(rechtsbetrekkingen).i Perbuatani hukumi 

(rechtshandeling)i diartikani sebagaii setiapi 

perbuatani manusiai yangi dilakukani 

dengani sengaja/atasi kehendaknyai untuki 

menimbulkani haki dani kewajibani yangi 

akibatnyai diaturi olehi hukum.i Perbuatani 

hukumi terdirii darii perbuatani hukumi 

sepihaki sepertii pembuatani surati wasiati 

ataui hibah,i dani perbuatani hukumi duai 

pihaki sepertii jual-beli,i perjanjiani kerjai 

dani lain-lain.i Hubungani hukumi 

(rechtsbetrekkingen)i diartikani sebagaii 

hubungani antarai duai ataui lebihi subyeki 

hukum,i hubungani yangi terdirii atasi 

ikatani antarai individui dengani individu,i 

antarai individui dengani masyarakati ataui 

antarai masyarakati yangi satui dengani 

masyarakati yangi lain.i dalami hubungani 

hukumi inii haki dani kewajibani pihaki 

yangi satui berhadapani dengani haki dani 

kewajibani pihaki yangi lain.i Tiapi 

hubungani hukumi tentui menimbulkani 

haki dani kewajiban,i selaini itui masing-

masingi anggotai masyarakati tentui 

mempunyaii hubungani kepentingani yangi 

berbeda-bedai dani salingi berhadapani ataui 

berlawanan,i untuki mengurangii 

ketegangani dani konfliki makai tampili 

hukumi yangi mengaturi dani melindungii 

kepentingani tersebuti yangi dinamakani 

perlindungani hukum.i Menuruti CSTi 

Kansil,i perlindungani hukumi adalahi 

penyempitani artii darii perlindungan,i 

dalami hali inii hanyai perlindungani olehi 

hukumi saja.i Perlindungani yangi 

diberikani olehi hukum,i terkaiti pulai 

dengani adanyai haki dani kewajiban,i 

dalamhali inii yangi dimilikii olehi manusiai 

sebagaii subyeki hukumi dalami 

interaksinyai dengani sesamai manusiai 

sertai lingkungannya.i Sebagaii subyeki 

hukumi manusiai memilikii haki dani 

kewajibani untuki melakukani suatui 

tindakani hukum.i Menuruti Philipusi M.i 

Hadjoni definisii darii perlindungani hukumi 

yaitui perlindungani akani harkati dani 

martabat,i sertai pengakuani terhadapi hak-

haki asasii manusiai yangi dimilikii olehi 

subyeki hukumi berdasarkani ketentuani 

hukumi darii kesewenangani ataui sebagaii 

kumpulani peraturani ataui kaedahi yangi 

akani dapati melindungii satui hali darii hali 

lainnya.i Berkaitani dengani tenagai kerja,i 

berartii hukumi memberikani perlindungani 

terhadapi hak-haki darii tenagai kerja.i 

Menuruti Philipusi M.i Hadjon,i 
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perlindungani hukumi dibedakani menjadii 

duai yaitu,i perlindungani hukumi preventifi 

dani represif.i Perlindungani hukumi 

preventifi adalahi perlindungani hukumi 

yangi bertujuani untuki mencegahi 

terjadinyai sengketa.i Sedangkani 

perlindungani hukumi represifi adalahi 

perlindungani hukumi yangi bertujuani 

untuki menyelesaikani sengketa.i Dalami 

merumuskani prinsipi perlindungani hukumi 

ketenagakerjaan,i harusi terlebihi dahului 

memahamii hakikati hukumi 

ketenagakerjaan.i Kedudukani Pekerjai 

padai hakikatnyai dapati ditinjaui darii segii 

yuridisi dani segii sosiali ekonomis.i Darii 

segii sosiali ekonomis,i Pekerjai 

membutuhkani perlindungani hukumi darii 

negarai atasi kemungkinani adanyai 

tindakani sewenang-wenangi darii 

pengusaha.40i Secarai yuridisi berdasarkani 

pasali 27i Undang-Undangi Dasari 

Republiki Indonesiai 1945i (tentangi haki 

asasii manusia),i kedudukani tenagai kerjai 

samai dengani pengusaha,i namuni secarai 

sosiali ekonomisi kedudukani keduanyai 

tidaki samai karenai kedudukani pengusahai 

lebihi tinggii darii tenagai kerja.i 

Kedudukani tidaki sederajati inii dalami 

hubungani kerjai menimbulkani adanyai 

kecenderungani pengusahai untuki berbuati 

sewenang-wenangi terhadapi tenagai 

kerja.41i Mengingati kedudukani tenagai 

kerjai yangi lebihi rendahi daripadai 

pengusaha,i makai perlui adanyai campuri 

tangani pemerintahi untuki memberikani 

perlindungani hukum.i Perlindungani 

hukumi menuruti Philipusi sebagaimanai 

yaknii selalui berkaitani dengani kekuasaan. 

 

b. Tinjauan Umum Tentang 

Perlindungan Hukum Terhadap 

Pekerja  

Konsepi Perlindungani Hukumi 

Aristotelesi mengatakani bahwai manusiai 

adalahi “zooni politicon”i makhluki sosiali 

ataui makhluki bermasyarakat.i Olehi 

karenai itui tiapi anggotai masyarakati 

mempunyaii hubungani antarai satui dengani 

yangi lain.i Sebagaii makhluki sosiali makai 

sadari ataui tidaki sadari manusiai selalui 

melakukani perbuatani hukumi 

(rechtshandeling)i dani hubungani hukumi 

(rechtsbetrekkingen).i Perbuatani hukumi 

(rechtshandeling)i diartikani sebagaii setiapi 

perbuatani manusiai yangi dilakukani 

dengani sengaja/atasi kehendaknyai untuki 

menimbulkani haki dani kewajibani yangi 

akibatnyai diaturi olehi hukum.i Perbuatani 

hukumi terdirii darii perbuatani hukumi 

sepihaki sepertii pembuatani surati wasiati 

ataui hibah,i dani perbuatani hukumi duai 

pihaki sepertii jual-beli,i perjanjiani kerjai 
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dani lain-lain.i Hubungani hukumi 

(rechtsbetrekkingen)i diartikani sebagaii 

hubungani antarai duai ataui lebihi subyeki 

hukum,i hubungani yangi terdirii atasi 

ikatani antarai individui dengani individu,i 

antarai individui dengani masyarakati ataui 

antarai masyarakati yangi satui dengani 

masyarakati yangi lain.i dalami hubungani 

hukumi inii haki dani kewajibani pihaki 

yangi satui berhadapani dengani haki dani 

kewajibani pihaki yangi lain.i Tiapi 

hubungani hukumi tentui menimbulkani 

haki dani kewajiban,i selaini itui masing-

masingi anggotai masyarakati tentui 

mempunyaii hubungani kepentingani yangi 

berbeda-bedai dani salingi berhadapani ataui 

berlawanan,i untuki mengurangii 

ketegangani dani konfliki makai tampili 

hukumi yangi mengaturi dani melindungii 

kepentingani tersebuti yangi dinamakani 

perlindungani hukum.i Menuruti CSTi 

Kansil,i perlindungani hukumi adalahi 

penyempitani artii darii perlindungan,i 

dalami hali inii hanyai perlindungani olehi 

hukumi saja.i Perlindungani yangi 

diberikani olehi hukum,i terkaiti pulai 

dengani adanyai haki dani kewajiban,i 

dalamhali inii yangi dimilikii olehi manusiai 

sebagaii subyeki hukumi dalami 

interaksinyai dengani sesamai manusiai 

sertai lingkungannya.i Sebagaii subyeki 

hukumi manusiai memilikii haki dani 

kewajibani untuki melakukani suatui 

tindakani hukum.38i Menuruti Philipusi M.i 

Hadjoni definisii darii perlindungani hukumi 

yaitui perlindungani akani harkati dani 

martabat,i sertai pengakuani terhadapi hak-

haki asasii manusiai yangi dimilikii olehi 

subyeki hukumi berdasarkani ketentuani 

hukumi darii kesewenangani ataui sebagaii 

kumpulani peraturani ataui kaedahi yangi 

akani dapati melindungii satui hali darii hali 

lainnya.i Berkaitani dengani tenagai kerja,i 

berartii hukumi memberikani perlindungani 

terhadapi hak-haki darii tenagai kerja.i 

Menuruti Philipusi M.i Hadjon,i 

perlindungani hukumi dibedakani menjadii 

duai yaitu,i perlindungani hukumi preventifi 

dani represif.i Perlindungani hukumi 

preventifi adalahi perlindungani hukumi 

yangi bertujuani untuki mencegahi 

terjadinyai sengketa.i Sedangkani 

perlindungani hukumi represifi adalahi 

perlindungani hukumi yangi bertujuani 

untuki menyelesaikani sengketa.i Dalami 

merumuskani prinsipi perlindungani hukumi 

ketenagakerjaan,i harusi terlebihi dahului 

memahamii hakikati hukumi 

ketenagakerjaan.i Kedudukani Pekerjai 

padai hakikatnyai dapati ditinjaui darii segii 

yuridisi dani segii sosiali ekonomis.i Darii 

segii sosiali ekonomis,i Pekerjai 
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membutuhkani perlindungani hukumi darii 

negarai atasi kemungkinani adanyai 

tindakani sewenang-wenangi darii 

pengusaha.i Secarai yuridisi berdasarkani 

pasali 27i Undang-Undangi Dasari 

Republiki Indonesiai 1945i (tentangi haki 

asasii manusia),i kedudukani tenagai kerjai 

samai dengani pengusaha,i namuni secarai 

sosiali ekonomisi kedudukani keduanyai 

tidaki samai karenai kedudukani pengusahai 

lebihi tinggii darii tenagai kerja.i 

Kedudukani tidaki sederajati inii dalami 

hubungani kerjai menimbulkani adanyai 

kecenderungani pengusahai untuki berbuati 

sewenang-wenangi terhadapi tenagai kerja.i 

Mengingati kedudukani tenagai kerjai yangi 

lebihi rendahi daripadai pengusaha,i makai 

perlui adanyai campuri tangani pemerintahi 

untuki memberikani perlindungani hukum.i 

Perlindungani hukumi menuruti Philipusi 

sebagaimanai yaknii selalui berkaitani 

dengani kekuasaan. 

 

c. Faktor Penghambat Pelaksanaan 

Perlindungan Hukum Atas 

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 

Bagi Pekerja PT. Cinta Maju 

Sejahtera  

Untuki melindungii keselamatani tenagai 

kerjai gunai mewujudkani produktifitasi 

kerjai yangi optimali diselenggarakani 

upayai keselamatani dani kesehatani kerja.i 

Perlindungani tersebuti dilaksanakani 

sesuaii dengani peraturani perundang-

undangani yangi berlaku.i Dalami lapangani 

perburuhan,i kebijakan-kebijakani yangi 

dijalankani olehi pemerintahi sesuaii 

dengani kebijakani ketenagakerjaani adalahi 

untuki meningkatkani kesejahteraani parai 

pekerja/buruhi dengani berbagaii upayai 

diantaranyai perbaikani upah,i jaminani 

sosial,i perbaikani kondisii kerja,i dalami 

hali inii untuki meningkatkani kedudukani 

harkati dani martabatitenagai kerja.i 

Penyelenggaraani programi jaminani sosiali 

merupakani salahi satui tanggungi jawabi 

dani kewajibani Negarai dalami 

memberikani perlindungani sosiali ekonomii 

kepadai masyarakati demii terciptanyai 

kemanusiaani yangi adili dani beradabi 

sertai keadilani sosiali bagii seluruhi rakyati 

Indonesia.i Selaini diamanatkani dalami 

pancasila,i mengenaii kewajibani Negarai 

menyelenggarakani programi jaminani 

sosiali jugai tersurati dalami Pasali 28i Hi 

dani Pasali 34i UUDi 1945i yangi 

menyatakani Negarai wajibi memberikani 

kepastiani perlindungani dani kesejahteraani 

sosiali terhadapi seluruhi rakyati Indonesia.i 

Sejalani dengani hali ini,i makai pemerintahi 

memandangi perlui adanyai alati yangi 

berbentuki organisasii ataui badani khususi 
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yangi menanganii jaminani sosial.i 

Pembentukani Undan-i undangi Republiki 

Indonesiai BPJSi untuki melaksanakani 

programi Jaminani Sosiali dii seluruhi 

Indonesia.i Dengani Undang-Undangi inii 

dibentuki BPJSi 

Ketenagakerjaaniyangimenyelenggarakan 

programi jaminani kecelakaani kerja,i 

jaminani harii tua,i jaminani pensiun,i dani 

jaminani kematian.i Pasali 15i Ayati (1)i 

Undangi Undangi Republiki Indonesiai 

tentangi BPJS,i menyebutkani “Pemberii 

kerjai secarai bertahapi wajibi 

mendaftarkani dirinyai dani pekerjanyai 

sebagaii pesertai kepadai badani 

penyelenggarai jaminani sosiali sesuaii 

dengani programi jaminani sosiali yangi 

diikuti”.i Kemudiani ketentuani Keputusani 

Menterii Tenagai Kerjai Dani Transmigrasii 

Republiki Indonesiai Pasali 12i Nomori 

KEP-100/MEN/VI/2004i tentangi 

Ketentuani Pelaksanaani Perjanjiani Kerjai 

Waktui Tertentui yaitui “Daftari 

pekerja/buruhi sebagaimanai dimaksudi 

dalami ayati (2)i disampaikani kepadai 

instansii yangi bertanggungi jawabi dii 

bidangi ketenagakerjaani setempati 

selambat-lambatnyai 7i (tujuh)i harii kerjai 

sejaki memperjakani pekerja/buruh”i dalami 

hali inii adalahi ketentuani mengenaii 

perjanjiani kerjai hariani ataui lepas.i Meskii 

telahi dikeluarkani ketentuani mengenaii 

kewajibani pemberii kerjai mendaftarkani 

pekerjanyai sebagaii pesertai jaminani 

sosial,i masihi adai hambatani yangi 

dihadapii olehi PT.i Cintai Majui Sejahterai 

dalami mendaftarkani pekerjanya,i yangi 

padai saati itui terjadii kecelakaani padai 

Saudarai Dausi seorangi pekerjai dibagiani 

mesini penghalusi (bagiani penghalus)i 

yangi mengakibatkani lukai dibagiani 

tangani karenai terkenai minyaki panasi 

Saudarai Dausi belumi terdaftari dalami 

programi BPJS.i Salahi satui pekerjai yangi 

bernamai saudarii Rahmii yangi bekerjai dii 

bagiani produksii iai jugai tidaki terdaftari 

dalami programi jaminani sosiali yangi 

diberikani PT.i Cintai Majui Sejahterai baiki 

BPJSi Kesehatani maupuni BPJSi 

Ketenagakerjaani bahkani iai tidaki 

mengetahuii mengenaii adanyai jaminani 

sosiali tersebut.i Menurutnya,i iai belumi 

didaftarkani karenai masai kerjanyai belumi 

adai setahun.i Namun,i iai diberikani 

pelatihani teknisi olehi kepalai produksii 

saati menyesuaikani lingkungani kerja,i 

selaini itui dii PT.i Cintai Majui Sejahterai 

jugai menyediakani kotaki P3Kapabilai 

terjadii kecelakaani kerja.i Apabilai terjadii 

kecelakaani kerjai yangi mengakibatkani iai 

tidaki dapati bekerjai makai perusahaani 

memberii kebijakani dengani tidaki 
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memotongi gajii padai harii itui 

(wawancarai tanggali 20i 23i Meii 2022).i 

Berdasarkani keterangani tersebuti pihaki 

PT.i Cintai Majui Sejahterai belumi 

mengoptimalkani perlindungani hukumi 

dalami hali jaminani sosialbagii pekerjai 

sejaki tahuni 2017i hinggai saati inii 

terhadapi pekerja,i dikarenakani masihi adai 

pekerjai yangi belumi terdaftari dalami 

programi BPJSi tersebuti dengani masalahi 

yangi samai yaitui karenai pekerjai itui barui 

bekerja,i dani pihaki PT.i Cintai Majui 

Sejahterai jugai membatasii beberapai 

pekerjai sajai yangi terdaftari dalami 

programi BPJSi itui dikarenakani 

perusahaani tersebuti belumi bisai 

menanggungi semuai pembayarani BPJSi 

pekerjanya.i Adapauni faktor-faktori 

penghambati pemenuhani kewajibani pihaki 

wongi soloi terhadapi tenagai kerjai dalami 

pendaftarani programi BPJSi sejaki tahuni 

2017i sampaii saati i inii antarai lain:i  

1. Faktor pihak perusahaan PT. Cinta 

Maju Sejahtera belum mampu 

menanggung semua biaya BPJS para 

pekerjanya, jadi yang terdaftar dalam 

program BPJS tersebut hanya orang 

yang sudah lama bekerja di PT. Cinta 

Maju Sejahtera.  

2. Faktor pekerja yang baru beberapa 

bulan bekerja.  

3. Faktor kurangnya pengetahuan pekerja 

mengenai BPJS.  

Selain itu Hambatan yang ditemui dalam 

pelaksanaan program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja antara lain kurangnya 

kesadaran pekerja dalam menggunakan APD 

meski telah disediakan oleh perusahaan. 

Pekerja belum menyadari bahwa APD 

disediakan sebagai wujud kepedulian 

perusahaan bagi keselamatan dan kesehatan 

pekerja. Pada umumnya pekerja merasa sulit 

bekerja apabila mengenakan APD 

 

5. SIMPULAN 

1. Pelaksanaan perlindungan Hukum atas 

program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja bagi pekerja di PT. Cinta Maju 

Sejahtera meliputi:  

a. Pembinaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja bagi pekerja di PT. 

Cinta Maju Sejahtera dilaksanakan 

dengan berbagai upaya, yaitu melalui 

komunikasi, training/pelatihan, dan 

motivasi.  

b. Pengawasan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja bagi pekerja di PT. 

Cinta Maju Sejahtera mencakup 

pengawasan terhadap keselamatan 

kerja, pengawasan kesehatan kerja, 

dan pengawasan terhadap lingkungan 

kerja.  
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c. Penyediaan Fasilitas dan Sarana 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

bagi pekerja di PT. Cinta Maju 

Sejahtera yaitu penyediaan alat 

pelindung diri (APD), penyediaan 

kotak P3K, penyediaan air bersih dan 

MCK, kamar ganti pekerja dan looker 

room, extra fooding, kantin, koperasi, 

rest area, dan poliklinik. 

2. Bentuk perlindungan yang diberikan 

terhadap tenaga kerja yang mengalami 

kecelakaan kerja yang tidak terdaftar 

dalam program BPJS bagi pekerja di PT. 

Cinta Maju Sejahtera adalah dengan 

upaya perlindungan represif yaitu 

memberikan santunan yang besaran 

nominalnya akan dilihat dari berapa 

banyak biaya pengobatan yang 

dikeluarkan PT. Cinta Maju Sejahtera 

akan mempertimbangkan apakah biaya 

akan ditanggung sepenuhnya atau 80 % 

saja.  

3. Adapun faktor-faktor penghambat 

pemenuhan kewajiban yang dialami 

pihak bagi pekerja / buruh di PT. Cinta 

Maju Sejahtera, Faktor pihak perusahaan 

belum mampu menanggung semua biaya 

BPJS para pekerjanya, jadi yang terdaftar 

dalam program BPJS tersebut hanya 

orang yang sudah lama bekerja di PT. 

Cinta Maju Sejahtera, Kedua Faktor 

pekerja yang baru beberapa bulan 

bekerja, dan yang ketiga Faktor 

kurangnya pengetahuan pekerja 

mengenai BPJS, selain itu hambatan dari 

perilaku pekerja terhadap penggunaan 

APD. Upaya yang dilakukan adalah 

menerapkan program-programyang 

meliputi: safety induction, training and 

coaching, re-training, counseling, 

peringatan lisan/teguran, dan pengawasan 

oleh manajemen ini.  
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